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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : éf /KEP/DPMPTSP&NAKER/IX/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/1/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG

Menimbang a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah disusun dalam

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota

Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja

pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kota Pangkalpinang;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera
Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402),



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkapinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Noemor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang;

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29);



19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang Nomor 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/I/

2021.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor
08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/VIII/2021 Tentang Indikator Kinerja
Utama.

Kedua : Perubahan yang dimaksud pada diktum pertama sebagaimana yang telah
tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

akan ada perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di

kemudian hari ternyata ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 2.0 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

N RIZANA, S.T, M.Si
Pembina (I1V/a)
NIP 19760123 200501 1 006
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